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Aspek keuangan adalah merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah terlebih-
lebih dalam masa Otonomi, dimana pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian besar kewenangan dalam
mendapatkan, mengel ola sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki daerah. Guna membiayai serta

mel aksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dacrah maka Pajak daerah dan Retribusi
Daerah adalah merupakan sumber penerimaan terpenting karena merupakan kontribusi yang besar dalam
PAD.

Menilai bahwa peraturan umum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selamaini (periode s.d tahun
1997) menyebabkan banyak pungutan yang tidak memadai hasilnya dan menghambat efisiensi ekonomi.
Selain daripadaitu bahwa dinilai daerah Propinsi mempunyai penerimaan yang berasal dari Pgjak dan
Retribusi cukup memadai, sedangkan sebaliknya daerah Kabupaten/kota dari pajak dan retribusi masih
relatif kecil sehingga kurang mendukung perekembangan otonomi daerah oleh karenanya perlu peningkatan
penerimaan daerah yang berasal dari sumber Pgjak dan Retribusi yang potensial yang mencerminkan
kegiatan ekonomi serta meniadakan jenis retribusi yang dinilai inefisiensi. Untuk itu pemerintah telah
mengel uarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-
Undang nomor 34/2000 untuk menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 1957 dan Undang-Undang
12 tahun 1957 tentang Retribusi Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai lagi.

Perubahan kebijakan sebagai dasar hukum pel aksanaan pemungutan Pgjak dan Retribusi daerah ternyata
telah membawa dampak terhadap keuangan pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Dalam tahun pertama
pemberlakuannya telah menyebabkan berkurangnya penerimaan daerah yang berasal dari pajak sebesar Rp.
474 juta yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan tarif BBNKB dan-dari retribusi daerah sebesar Rp.
6.773,9 juta yang disebabkan oleh terpangkasnya sebanyak 10 jenis retribusi sehinggatotal penurunan
penerimaan sebesar Rp. 7.247,9 juta padst.a. 1998/1999. Namun demikian padat.a. 2001 dampak negatif
berubah rnenjadi positif seiiring telah terdapatnya penambahan jenis pajak dan retribusi Baru serta
terdapatnya kenaikan tarif baru PKB, sehingga padat.a. 2001 dampak UU telah menaikkan penerimaan dari
pajak sebesar Rp. 12.232,6 juta sedangkan penerimaan dari retribusi masih minus sebesar Rp.5.375,7 juta.
Sehinggatotal dampak UU telah menaikkan penerimaan sebesar Rp.6.856,9 juta.

Berkurang dan atau bertambahnya penerimaan daerah dari jenis Pajak dan Retribusi sebagai dampak UU
telah pula berpengaruh kepada Kemampuan rutin, kemandirian dan posisi fiskal daerah. Pada La 1998/1999
pemberlakuan UU telah menurunkan kemampuan rutin dan sebaliknya padat.a. 2001 kemampuan rutin
menjadi meningkat Sedangkan terhadap kemandirian daerah, pemberlakuan UU telah menurunkan
kemandirian daerah padat.a. 1998/1999 dan menaikkan kemandirian daerah padat.a 2001.
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Posis fiskal daerah selama pemberlakuan UU adalah lemah yang ditunjukkan oleh nilai UPPAD yang selalu
lebih kecil dari TSPAD dan dampak UU jikadilihat dari UPPAD telah melemahkan posisi fiskal daerah
padat.a. 1998/1999 dan menguatkan posisi fiskal daerah padat.a. 2001. Namun demikian, keuangan,
kemandirian, kemampuan rutin dan posisi fiskal daerah berkemungkinan akan lebih baik untuk masayang
akan datang, karenaternyata padat.a 2001 pemberlakuan Pajak dan retribusi belum mengacu kepada UU
34/2000 yang artinya masih terdapat jenis pagjak daerah yang telah menjadi kewenangan propinsi akan tetapi
belum diberlakukan, jenis pajak tersebut adalah pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan serta
objek pajak kendaraan bermotor di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor diatas air.



